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Pendahuluan

* Pengukuran tanah merupakan dasar penentuan letak, luas, bentuk, dan batas bidang tanah
serta menjadi dasar penyusunan data fisik pertanahan.

» Pelayanan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada umumnya mengikuti
tahapan administratif dan teknis yang ditetapkan.

« Dalam praktik masih ditemukan hambatan: keterbatasan SDM, sengketa batas, perbedaan
riwayat penguasaan, kondisi fisik objek, serta ketidaksesuaian data.

« Hambatan yang tidak dikelola secara profesional dapat berkembang menjadi maladministrasi
dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta sengketa pertanahan.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah
1.

Bagaimanakah prosedur pelayanan pengukuran tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo?

Bagaimana konsep maladministrasi dalam pelayanan publik dan
pelayanan pertanahan?

Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya maladministrasi
dalam pelayanan pengukuran tanah?

Bagaimana akibat hukum maladministrasi pelayanan pengukuran
tanah terhadap timbulnya sengketa pertanahan?
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Metode

Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan

¢ Statute Approach

® Socio-legal research / sociology of law (law in action).
Bahan Hukum

Primer

® UU Nomor 17 Tahun 2023

® PP Nomor 28 Tahun 2024

® Permenkes Nomor 28 Tahun 2022

® PerBPOM Nomor 21 Tahun 2020

Sekunder
®* Buku
¢® Jurnal

® Literatur hukum

Analisis : deskripftif kualitatif dengan model Miles dan Huberman: pengumpulan, reduksi, penyajian, dan
penarikan kesimpulan.
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Penelitian menemukan bahwa:

* Prosedur pelayanan pengukuran tanah pada dasarnya telah
berjalan sesuai ketentuan, dengan alur utama:

* Pengajuan permohonan — Cekplot & validasi —
Pemeriksaan/verifikasi berkas — Penjadwalan —
Pengukuran lapangan — Pengolahan data — Peta Bidang
Tanah / pembaruan data.

« Dasar utama yang dianalisis: Permen ATR/BPN No. 16
Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023.

cid
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Pembahasan

Potensi maladministrasi yang ditemukan terutama berupa penundaan berlarut,
kurangnya kepastian informasi, dan potensi ketidakcermatan.

Penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan tidak menjadi temuan
dominan dalam penelitian.

Faktor internal: keterbatasan SDM, tingginya beban kerja, dan keterbatasan
pengelolaan/sinkronisasi data.

Faktor eksternal: sengketa batas, perbedaan riwayat penguasaan, sengketa waris,
hilangnya tanda batas, dan kondisi fisik objek tanah.

Faktor eksternal bukan otomatis maladministrasi; namun dapat berkembang menjadi
maladministrasi apabila prosedur dan AUPB tidak dijalankan secara profesional.
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Temuan Penting Penelitian

Temuan Utama:
« Kualitas pelayanan pengukuran sangat menentukan akurasi data fisik pertanahan.

« Sengketa batas merupakan hambatan paling menonjol dalam pelaksanaan
pengukuran.

« Ketidakseimbangan antara volume permohonan dan jumlah petugas meningkatkan
waktu tunggu serta kebutuhan verifikasi ulang.

« Ketidakakuratan data dapat memicu sengketa batas, sengketa penguasaan, tumpang
tindih bidang (overlapping), dan kebutuhan perubahan/pembatalan produk
administrasi pertanahan.

* Penerapan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan
yang baik menjadi kunci pencegahan maladministrasi.
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Manfaat Penelitian

Teoretis:

 memperkaya kajian Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara, khususnya hubungan pelayanan
pertanahan, maladministrasi, dan kepastian hukum.

Praktis:

« bagi Kantor Pertanahan: menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan
maladministrasi.

« bagi masyarakat: meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya batas, dokumen, dan proses
pengukuran yang benar.

Arah perbaikan:

« penguatan SDM, sinkronisasi dan digitalisasi data, peningkatan kepastian informasi kepada pemohon, serta
koordinasi dengan pemerintah desa dan para pihak yang berbatasan.
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